
 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN  

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti 

Pegawai Negeri Sipil, perlu menunjuk pejabat yang diberikan 

wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); 

  4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri 

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1861);  

5. Peraturan … 
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  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

KESATU :  Memberikan delegasi wewenang kepada Pegawai Negeri Sipil 

yang menduduki jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia 

dan Umum untuk memberikan/menangguhkan/menolak 

permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berada di 

lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, sepanjang menyangkut: 

a. Cuti Tahunan; 

b. Cuti Besar; 

c. Cuti Sakit; 

d. Cuti Melahirkan; dan/atau 

e. Cuti Karena Alasan Penting. 

KEDUA : Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diberikan oleh 

Menteri yang secara administratif melalui Biro Sumber Daya 

Manusia dan Umum. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang 

berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Februari 2021 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

            

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

Tembusan: 

1. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. 

2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 
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